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Politik Hukum Dasar — UUD 1945

Politik Hukum Instrumental — UU

[ Produk Hukum dibawah UU }
D




« Menjaga Integrasi bangsa dan negara baik secara
Ideologis maupun secara teritorial,

« Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara
hukum (nomokrasi) sekaligus, sebagal satu kesatuan
tidak terpisahkan;

« Mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia;

« Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan
berkeadaban dalam hidup beragama.



Tidak/ belum konsisten — koheren —

berkorespondensi dengan dasar
landasan dari 4 kaidah
penuntunnya

Terjadi inkonsistensi — disharmoni
secara vertikal - horizontal



Hukum kehilangan orientasi pada tujuan negara Tujuan
Hukum itu Sendiri

Hukum Bersifat Transaksional

Hukum Sebagal Komoditi



Jauh antara das sollen dengan das sein

Jauh dari tinjauan hukum

Penyebab apparat penegak hukum masyarakat
dalam hal integritas, moralitas, visi misi dan
orientasi



[ Konsep Negara hukum Barat :l

Konsep Negara Hukum Sosialis
| Komunis |
|: Konsep Negara Hukum Pancasila :l




Recntsstaal:

KONSEP NEGARA
HUKUM BARAT

The Rule
of Law



Prinsip Negara Hukum Pancasila

Negara hukum

Suatu Negara - kYangt_
erkepastian -
Kekeluargaan Dan Berpkeadilan Netlon Sizis

Dengan Sifat
Prismatik

Basis Hukum
Nasionalis didasarkan
Pada Prinsip yang
Netral dan Universal

Keterpaduan Hukum
Sbg Perubahan Masy
Dan Cermin Budaya masy




Negara Hukum Pancasila Harus Sesuai dengan Empat Cita Hukum, Yakni :

. enjaga inlegrasi bangsa dan negara balk secara ideologis maupun teritorial

e Mewujudkan Kedaulatan Rakyat (Demokrasi) dan
Kedaulatan Hukum (Nomokrasi) Sekaligus

Mewujudkan Kesejahteraan Umum dan Keadilan Sosial Bagi

Seluruh Rakyat Indonesia

 Menciptakan Toleransi Atas Dasar Kemanusiaan dan
Berkeadabandalam Hidup Beragama



Berdasarkan atas kesepakatan

ertuiuan ntuk enjam'n rakyat baik diputuskan melalui

: 1 sa . an musyawarah mufakat maupun

- €g8dlad alk ecara ,deologis pemungutan suara dan hasilnya
- aupun ecara entonal dapat diuji konsistensinya

secara yuridis dengan
rechtsidee

Sistem Hukum
Nasional

Bertujuan

ertjuan . ewojudan Mewujudkan
- esepieran L dan toleransi Beragama

. eadilan osial
yang berkeadaban
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